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Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) perkembangan pendidikan inklusif di SMAN 4 Palu, dan (2) realitas pembelajaran sejarah di SMAN 4 Palu. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data penelitian ini dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif yang bersifat induktif dan dalam bentuk interaktif yang didasarkan pada hubungan antara fakta satu dengan fakta yang lain yang memiliki hubungan sebab akibat melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) aktifitas serta perkembangan pendidikan inklusif di SMAN 4 Palu sudah berjalan sejak tahun 2014. (2) siswa berkebutuhan khusus belajar bersama dengan siswa regular di dalam satu kelas. Seluruh warga sekolah mendukung dan berusaha memaksimalkan pendidikan inklusif meskipun pada kenyataannya masih banyak kekurangan dalam penyelanggaraan pendidikan inklusif tersebut. Dalam pembelajaran sejarah di SMAN 4 Palu sudah baik, penerapannya sesuai kehidupan sehari-hari peserta didik yang di sesuaikan dalam metode, media dan materi ajar.

Kata Kunci: Pendidikan Inklusif, Pembelajaran Sejarah.

Abstract

The purpose of this research is to find out : (1) the development of education inclusive in SMAN 4 Palu, and (2) reality of learning of history at SMAN 4 Palu. Research data collected through the interview, observations, and the documentation. This study in the data analysis that are induktif  and in the form of interactive  are based on the relationship between the fact one and the fact that others who have a causal through the data collection, the reduction, of the data, the presentation of  the data, verification data, or the withdrawal of the conclusion. The results of research shows that activity as well as the development of education inclusive in SMAN 4 Palu has been run since 2014, students special needs learn along with the students regular in a class. All of the school support and tried to maximize education inclusive, although in fact  still much shortcomings in the implementation of education inclusive. In the learning of history at SMAN 4 Palu is good,  according to the implementation to the lives of the day of the day learners adapted in methods, the media, and the material impertinent.

Keywords: Inclusive Education, History Learning.

Pendahuluan

Pada mulanya pendidikan inklusif merupakan suatu strategi untuk mempromosikan pendidikan universal yang efektif karena dapat menciptakan sekolah yang responsive terhadap beragam kebutuhan actual dari anak dan masyarakat. Dengan demikian pendidikan inklusif menjamin akses dan kualitas. Satu tujuan inklusif adalah mendidik anak yang berkebutuhan khusus akibat kecacatannya dikelas regular bersama dengan anak-anak lain yang non-cacat, dengan dukungan yang sesuai dengan kebutuhannya, disekolah yang dekat dengan lokasi rumahnya.

Gerakan Education For All (EFA) adalah komitmen global untuk menyediakan pendidikan dasar yang berkualitas bagi semua anak, remaja dan dewasa. Pemerintah, badan-badan pembangunan, masyarakat sipil dan sector suasta bekerja sama mencapai tujuan EFA. Landasan yuridis yang dipakai dalam pelaksanaan pendidikan inklusif adalah Deklarasi Salamanca (UNESCO 1994) yang telah disepakati oleh para Menteri Pendidikan se-dunia, dan merupakan penegasan kembali atas Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang HAM tahun 1948. Menyatakan komitmen Pendidikan Untuk Semua. Komitmen ini menegaskan pentingnya memberikan pendidikan bagi anak, remaja, dan orang dewasa yang memerlukan pendidikan dalam system pendidikan reguler, menyetujui kerangka aksi pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.
 Di Indonesia sendiri penerapan pendidikan inklusif telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam penjelasannya menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang memiliki kelainan atau kecerdasan luar biasa diselenggarakan secara inklusif atau berupa sekolah Khusus. Dengan melihat landasan yuridis tersebut, maka tidak ada kata menolak bagi sekolah-sekolah reguler untuk menerima Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Namun realita yang terjadi, banyak sekolah-sekolah yang tidak mau menerima Anak Berkebutuhan Khusus tersebut, dengan berbagai alasan.
Salamanca (1994) menyatakan bahwa kelas khusus, sekolah khusus atau bentuk-bentuk lain pemisahan anak penyandang cacat dari lingkungan regularnya hanya dilakukan jika hakikat atau tingkat kecacatannya sedemikian rupa sehingga pendidikan dikelas regular dengan menggunakan alat-alat bantu khusus atau layanan khusus tidak dapat dicapai secara memuaskan. Disamping tidak dapat menfasilitasi direalisasikannya hak-hak asisasi manusia di dunia ini.
Dengan dasar pernyataan salamanca dan kerangka aksi tentang pendidikan kebutuhan khusus (1994) hingga saat ini masih merupakan dokumen internasional utama tentang prinsip-prinsip dan praktek pendidikan inklusif. Dokumen ini mengemukakan beberapa prinsip dasar inklusi yang fundamental, yang belum dibahas dalam dokumen-dokumen internasional sebelumnya. Beberapa konsep inti inklusi yang tercantum dalam pernyataan salanca itu meliputi: anak-anak memiliki keberagaman yang luas dalam karakteristik dan kebutuhannya. Perbedaan itu normal adanya, sekolah perlu mengakomodasi semua anak. Anak penyandang cacat seyogyanya bersekolah dilingkungan sekitar tempat tinggalnya sekaligus sebagai penampakan dari realitas dunia kehidupannya dalam bentuk mikro di sekolah.

    Gagasan pendidikan berbasis nilai kebersamaan muncul dalam pemikiran penulis setidaknya didasarkan pada dua isu besar dalam dunia pendidikan dewasa ini, yaitu, 1) pendidikan untuk semua atau  Education For All yang selanjutnya disingkat EFA, dan pendidikan berbasis keadilan sosial .Prinsip  EFA telah mendorong dibukanya akses yang seluas-luasnya bagi semua orang untuk mendapatkan layanan pendidikan, sedangkan gagasan pendidikan berbasis keadilan sosial telah  memberikan penajaman makna, baik dalam tataran konsep maupun implementasi EFA.
Di sekolah inklusi terdapat anak berkebutuhan khusus atau yang disingkat ABK, yang menurut Barth (1990, p.205) yaitu:
 “Special students are mainstreamed into regular clases because there is a belief in the dignity and worth of the individual, and democratic ideas which support the protection of full citizenship rights require public education for each child. For this reason in 1975 Congress passed the “Education For All Handicapped Children Act”. Often Called the Bill of Ringhts for the handicapped.”

Keadilan sosial merupakan salah satu sila dalam Pancasila yang merupakan landasan filosofis sistem pendidikan Indonesia. Secara filosofis, konsep pendidikan  yang berkeadilan sosial dapat dirumuskan sebagai pendidikan yang menganut prinsip keseimbangan dan pemerataan hak dan kewajiban pendidikan berdasarkan pada kemajemukan keyakinan beragama, gender, ekonomi, abilitas pribadi, dan akses informasi dari semua warga Negara (Mulyana R, 2007, p.23).

 Prinsip  pendidikan yang berkeadilan sosial  telah membuka jalan bagi pengembangan pendidikan inklusif dalam  sistem  pendidikan di Indonesia.  UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatakan bahwa “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan Menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Tujuan pendidikan yang mulia itu hendaknya dijadikan motivasi untuk terus berusaha mewujudkan cita-cita pendidikan yang ideal. Dalam mewujudkan cita-cita tersebut perlu adanya kerjasama yang baik dari berbagai elemen pendidikan terutama pemerintah yang dalam hal ini memegang peranan penting dalam upaya pemerataan pendidikan nasional secara menyeluruh.
Dalam buku pedoman umum penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif di indonesia diselenggarakan dengan tujuan: (a) Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak (termasuk anak berkebutuhan khusus) mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. (b) Membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar. (c) Membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah. (d) Menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran. (e) Memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Ps. 32 ayat 1 yang berbunyi‟ setiap warga negara berhak mendapat pendidikan‟, dan ayat 2 yang berbunyi „setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya‟. UU no.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Ps.  ayat 1 yang berbunyi‟setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu‟. UU no. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Ps. 51 yang berbunyi ‟anak yang menyandang cacat fisik dan/mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa‟‟ (Direktorat PLB, 2007, p. 10).

Di Indonesia bentuk satuan pendidikan khusus bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) yang berupa SLB telah lama dikenal, sedangkan bentuk layanan pendidikan melalui pendidikan inklusi merupakan hal yang baru. Meskipun di Indonesia telah cukup lama memperkenalkan model pendidikan terpadu, namun istilah pendidikan inklusif baru berkembang sejak tahun 2000-an. Konsep pendidikan inklusif dikembangkan di Indonesia sejalan dengan kecenderungan dunia tentang arah kedepan perkembangan layanan pendidikan bagi semua hak (education for all). Oleh karena itu, maka sosialisasi ke berbagai stake holders tentang konsep pendidikan inklusif wajib digalakkan agar Indonesia dapat mengikuti perkembangan dunia dibidang pendidikan (Suhardi, 2008, p.1).

      Secara yuridis formal, pendidikan inklusif di Indonesia juga memiliki landasan hukum yang kuat. Pasal 5, ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa setiap individu warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, termasuk di dalamnya warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh  pendidikan khusus. Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2009 menyatakan bahwa setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Secara konseptual, pendidikan inklusif merupakan system layanan Pendidikan Luar Biasa (SLB) yang mempersyaratkan agar semua anak tanpa terkecuali dilayani di sekolah umum terdekat bersama teman seusianya. Dalam Pendidikan Inklusi, menempatkan anak berkebutuhan khusus tingkat ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas biasa . Inclusion penyediayaa layanan pendidikan dan (pendidikan lain program khusus) bagi anak berkebutuhan khusus pada waktu yang sama dengan anak normal, (Sunardi,  1995, p. 42) .
Penerapan Pendidikan inklusif tidak serta merta hanya mengacu pada pentingnya pendidikan bagi anak dari semua kalangan, tetapi juga harus menciptakan suasana sekolah yang menghargai  multicultural (Smith, 1998, p.  43). Rahmat Ilahi (2013, p.44) karakter utama dalam penerapan pendidikan inklusif tidak bisa lepas dari keterbukaan tanpa batas dan lintas latar belakang yang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap anak Indonesia yang membutuhkan layanan pendidikan antidiskriminasi.

Pendidikan luar biasa mendefinisikan keseluruhan individu anak berdasarkan kecacatannya dan mengelompokannya berdasarkan kecacatannya itu. Pada kenyataannya kecacatan itu hanya merupakan satu bagian saja dari diri anak sebagian besar kualitas dan karakteristik anak penyandang cacat sama dengan anak pada umumnya. membutuhkan teman, butuh dilibatkan, dicintai ambil bagian dalam masyarakat (Stubbs, 2002, p. 44).

Pendidikan  inklusif memiliki empat karakteristik antara lain (1) proses yang berjalan terus dalam usahanya menemukan cara-cara merespon keragaman individu, (2) mempedulikan cara-cara untuk meruntuhkan hambatan-hambatan anak dalam belajar, (3) anak kecil yang hadir di sekolah, berpartisipasi dan mendapatkan hasil belajar yang bermakna dalam hidupnya, (4) diperuntukkan utamanya bagi anak-anak yang tergolong marginal, eksklusif, dan membutuhkan layanan pendidikan khusus dalam belajar (Direktorat Pendidikan Luar Biasa, 2004).

           Walaupun keberadaan pendidikan inklusif telah memperoleh pijakan hukum yang kuat, tetapi dalam implementasinya masih dihadapkan kepada sejumlah kendala. Di beberapa sekolah inklusi, keberadaan Anak berkebutuhan Khusus, terutama yag memiliki kelaianan fisik, emosional, mental, dan sosial masih dihadapkan kepada adanya resistensi (penolakan), baik dari pihak pengelola sekolah, peserta didik reguler (normal), maupun dari orang tua peserta didik reguler. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan inklusif yang seharusnya menjadi pusat tumbuh kembangnya nilai kebersamaan, justru dalam praktiknya masih kerap diwarnai oleh kondisi ketidak bersamaan. Munculnya reistensi tersebut lebih banyak disebabkan oleh kekurang pahaman warga sekolah dan masyarakat terhadap filosofi pendidikan inklusif.

Kegiatan belajar merupakan inti dari pelaksanaan kurikulum, dan keberhasilan dari proses belajar mengajar bisa dilihat dari mutu pendidikan atau lulusan. Tidak terkecuali di kelas inklusif dimana anak-anak yang memiliki kelainan atau kecerdasan luar biasa dapat memiliki kesempatan yang sama untuk bisa mengoptimalkan potensi yang dimiliki sama dengan anak-anak normal lainya, karena pada dasarnya mereka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu komunitas. Hal ini yang menarik untuk disoroti, bawasanya pembelajaran di kelas inklusif yang siswanya heterogen dengan berbagai macam karakteristik yang berbeda, perilaku, aktivitas, kemampuan dan kreativitas yang dimiliki mereka mampu melaksanakan proses pembelajaran. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi siswa maupun guru untuk bisa berhasil dalam pelaksanaan proses pembelajaran, terutama pembelajaran sejarah yang kebanyakan dilakukan melalui strategi ekspositori yaitu keterlibatan pengajar secara penuh terhadap proses pembelajaran.

Maka dari itu perlu ada inovasi pembelajaran dimana daya kreativitas guru sangat dibutuhkan. Bagaimana cara memotivasi siswa, tanggapan siswa terhadap materi yang diberikan, perilaku siswa dalam kelas, pemberian umpan balik, evaluasi sampai dengan hasil belajar yang diperoleh menjadi tantangan tersendiri. Artinya diperlukan paradigma baru dari pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher oriented, kepada pembelajaran yang berpusat pada siswa atau  student oriented. Banyak sekali hal yang perlu dibenahi dalam pembelajaran sejarah, misalnya pembelajaran sejarah yang lebih mengutamakan hafalan fakta-fakta perlu mendapat perhatian yang serius, karena hal ini akan menimbulkan rasa bosan dikalangan siswa sehingga siswa malas untuk belajar sejarah. Proses pembelajaran sejarah yang selalu mengedepankan aspek kognitif dan afektif hendaknya juga perlu dibenahi, karena aspek psikomotor juga perlu dilibatkan.

I Gde Widja (dalam Setianto, 2012, p. 479) menyatakan bahwa pembelajaran sejarah adalah perpaduan antara aktivitas belajar dan mengajar yang di dalamnya mempelajari peristiwa masa lampau yang erat kaitannya dengan masa kini. Pembelajaran sejarah adalah suatu usaha dalam megorganisasikan proses pembelajaran peristiwa sejarah dan perkembangan masyarakat yang telah terjadi.

Pembelajaran sejarah tidak bertujuan untuk menghafal berbagai peristiwa sejarah. Keterangan tentang kejadian dan peristiwa sejarah hanyalah merupakan suatu tujuan. Sebenarnya hakikat pembelajaran sejarah menurut Aman (2011, p. 73) adalah menjadikan peserta didik mampu mengaktualisasikan diri sesuai dengan potensi dirinya dan menyadari keberadaannya untuk ikut serta dalam menentukan masa depan yang lebih manusiawi bersama-sama dengan orang lain.

Seseorang yang mempelajari sejarah, harus memiliki cara pandang yang benar tentang sejarah. Sejarah tidak saja serangkaian fakta yang kering dan mati, melainkan meiliki makna yang dalam bagi kehidupan manusia. Bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan: membangun kesadaran tentang pentingnya waktu dan tempat yang merupakan sebuah proses dari mana lampau, masa kini dan masa depan; melatih daya kritis untuk memahami fakta sejarah secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah dan metodologi keilmuan; menumbuhkan apresiasi dan penghargaan terhadap peninggalan sejarah sebagai bukti peradaban bangsa indonesia di masa lampau; menumbuhkan pemahaman terhadap proses terbentuknya bangsa Indonesia

melalui sejarah yang panjang dan masih berproses hingga masa kini, masa yang akan datang; dan menumbuhkan kesadaran sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki rasa bangga dan cinta tanah air yang dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan baik nasional maupun internasional. (Aman, 2011, p.21). 

Dari pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusif yaitu sekolah yang mengadopsi pendidikan untuk semua (education for all) yaitu semua anak bisa belajar di lingkungan yang sama baik anak normal maupun anak berkebutuhan khusus (ABK) tanpa memandang kelainan fisik maupun mental, tanpa adanya diskriminatif dari lingkungan belajar dan saling menghargai keanekaragaman yang bertujuan untuk mewujudkan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus memperoleh pendidikan yang bermutu untuk mengembangkan bakat dan minatnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya, yaitu Tenaga Pendidik, Sarana dan Prasarana, Kurikulum, dan sistem evaluasinya pun harus dikemas sesuai dengan kebutuhan siswa baik yang normal maupun anak berkebutuhan khusus. 
Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan bertujuan untuk memaknai arti dari kejadian atau peristiwa serta kaitannya terhadap orang-orang dalam situasi tertentu. Pendekatan dipilih karena penelitian ini bukan bertujuan menguji hipotesis tetapi bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan penafsiran secara mendalam terhadap proses pengelolaan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang ada pada sekolah SMAN 4 Palu.

Penelitian ini di laksanakan di SMAN 4 Palu Sulawesi Tengah. SMAN 4 Palu merupakan salah satu sekolah menengah yang menjadi rintisan dari sekolah inklusi di kota palu yang ditunjuk oleh dinas pendidikan kota palu Sulawesi Tengah, untuk melaksanakan pendidikan inklusif. Selain itu SMAN 4 Palu adalah salah satu sekolah terbaik di kota Palu sehingga tempat penelitian sangat menentukan diperolehnya informasi untuk menyampaikan kebenaran dari suatu penelitian.
Dalam penelitian ini waktu yang digunakan peneliti adalah dari bulan juli 2015 sampai dengan bulan September 2015.

Dalam penilitian ini bentuk sampling yang digunakan adalah Purposive sampling, di mana peneliti cenderung memilih informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data. Seperti peserta didik yang berkebutuhan khusus, peserta didik normal, guru sejarah, guru bimbingan konseling, guru-guru yang ada di SMAN 4 Palu, Kepala sekolah dan seluruh warga sekolah yang di anggap bisa memberikan keterangan yang sesungguhnya.

Teknik analisis yang penulis gunakan adalah analisis kualitatif yang bersifat induktif dan dalam bentuk interaktif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang didasarkan pada hubungan antara fakta satu dengan fakta yang lain yang memiliki hubungan sebab akibat untung menerangkan suatu peristiwa. Dalam melakukan analisis tidak dimaksudkan untuk membuktikan suatu hipotesis penelitian, melainkan untuk mengembangkan simpulan yang dibentuk dari semua data yang telah berhasil ditemukan dan dikumpulkan dilapangan. 

Model Analisis meliputi: reduksi data, penyajian data, verivikasi data, dan penarikan kesimpulan dengan uraian sebagai berikut.  (1) Reduksi data, berupa proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi pada data yang mentah yang ada dalam catatan lapangan. Proses ini dilakukan selama penelitian, dengan membuat ringkasan isi dari catatan data yang diperoleh di lapangan. Proses ini berlangsung terus secara berkelanjutan sampai laporan akhir penelitian siap untuk disusun. (2) Sajian data, berupa narasi yang disajikan dengan menggunakan kalimat dan bahasa peneliti yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga apabila bibaca akan mudah untuk dipahami. Sajian data mengacu pada rumusan masalah yang telah dirumuskan sebagai pertanyaan penelitian sehingga narasi yang tersaji merupakan deskripsi mengenai kondisi yang rinci dan mendalam untuk menceritakan dan menjawab setiap permasalahan yang ada. (3) Verivikasi data, berupa kegiatan untuk tujuan pemantapan, penelusuran data kembali dengan cepat pada catatan lapangan. Verivikasi juga berupa kegiatan untuk lebih mengembangkan ketelitian, misalnya dengan cara berdiskusi atau replikasi dalam satuan data yang lain. Sehingga kesimpulan yang diperoleh akan semakin jelas dan akan memiliki landasan yang semakin kuat. Kesimpulan sementara dapat dirumuskan dalam pelaksanaan analisis data dengan verivikasi, gerak pengulangan. Apabila peneliti mendapatkan data baru dengan pemahaman baru, kemungkinan besar simpulan sementara perlu diubah secara tepat. Jika data baru tersebut ternyata memperkuat simpulan sementara maka simpulan sementara akan menjadi semakin kuat, dan begitu seterusnya sampai pada waktu proses pengumpulan data sudah berakhir (Sutopo, 2006, p.114-116).
Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi di kelas X, XI, XII yang terdapat siswa inklusi, dalam kelas terdapat anak reguler dengan anak berkebutuhan khusus yang melakukan pembelajaran dalam satu ruangan. Yakni kelas X IIS 2, X IIS 3, X IIS 4, X MIA 3, X MIA 6, X MIA 7, X BAHBUD, XI IIS 1, XI MIA 2, XI MIA 4, XI BAHBUD, XII IIS 3. Pendidikan inklusif mensyaratkan pihak sekolah yang harus menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan individu peserta didik, bukan peserta didik yang menyesuaikan dengan sistim persekolahan. Pandangan mengenai pendidikan yang harus menyesuaikan dengan kondisi peserta didik. Pandangan lama yang menyatakan bahwa peserta didiklah yang harus menyesuaikan dengan pendidikan dan proses pembelajaran di kelas lambat laun harus berubah (Observasi, 31 Juni 2015).
Di kelas inklusi SMA Negeri 4 Palu menggunakan model pendidikan inklusif sesuai dengan model yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia yaitu model pendidikan inklusif atau sama dengan pendidikan moderat. Pendidikan inklusif moderat yang dimaksud adalah pendidikan inklusif yang memadukan antara terpadu dan inklusi penuh, model moderat ini dikenal dengan model mainstreaming.
Model pendidikan inklusif dalam wujud sekolah inklusi apabila dikembangkan dengan baik sebenarnya dapat dijadikan wahana menumbuh kembangkan nilai-nilai kebersamaan diantara peserta didik. Konsep pendidikan inklusif merupakan sebuah model pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan secara utuh dalam konteks kebersamaan, baik dalam hal hak layanan, maupun cara pandang manusia yang menempatkan pada learning live together apabila didekati dari sisi pendidikan umum (Dresser dan Lorimer, 1960), Nelsen B.Henry (1952).Nilai utama (core values) yang perlu dijadikan sebagai basis dalam pendidikan inklusif bukan kompetisi, tetapi kebersamaan. Adalah sangat tidak rasional dan betentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan apabila Anak Berkebutuhan khusus yang memiliki kelainan secara fisik, mental, intelektual, atau emosional dikondisikan dalam situasi kompetisi dengan siswa normal.
    Dalam perspektif pendidikan sebagai wahana pembelajaran (learning organization), pendidikan inklusif akan mendorong terjadinya interaksi yang sehat dan wajar antara Anak Berkebutuhan Khusus dengan siswa reguler, dan warga sekolah lainnya yang berbasis pada nilai-nilai kebersamaan.  Hal tersebut dapat dipahami dari pandangan filosofis tentang pendidikan inklusif sebagaimana dikemukakan oleh Sunanto, J (2002, p.4) bahwa kehadiran pendidikan inklusif bukan hanya sekedar menerima Anak Berkebutuhan Khusus di sekolah umum, namun lebih pada upaya membaurkan kehadiran Anak Berkebutuhan Khusus dalam dimensi psikologis, akademis, sosial, dan kultur serta institusional.

Nilai-nilai kebersamaan sebagai nilai inti (core values) pendidikan inklusif perlu terus diupayakan agar terwujud secara nyata di dilingkungan sekolah inklusif. Beberapa strategi yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut: (1) Inclusif Awwarness, dilakukan dalam rangka menumbuhkan pemahaman bersama pendidikan inklusif oleh warga sekolah (Kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua siswa, dan komite sekolah). (2) Mengimplementasikan prinsip EFA (Educational for All) dalam lingkup sekolah melalui pencanangan program sekolah untuk semua siswa. Program ini meliputi diantaranya program pengembangan kompetensi bagi semua peserta didik disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing, program rekreasi dan rehabilitasi untuk Anak Berkebutuhan Khusus yang dalam pelaksanaannya bisa melibatkan siswa normal, dan kegiatan-kegiatan yang melibatkan semua siswa, seperti upacara bendera. Dalam pelaksanaan upacara bendera anak tunanetra dapat dilibatkan dalam membaca doa dan obade. (3)  Setting social integration, dalam bentuk kegiatan yang melibatkan semua siswa agar dapat berkomunikasi, melakukan interaksi, dan aktivitas bersama antara Anak Berkebutuhan Khusus dengan siswa reguler. (4) Perlakuan pembelajaran berbasis karakteristik individual, yaitu dengan cara menempatkan dan memperlakukan ABK berdasarkan karakteristik kebutuhan belajarnya dalam setting kelas bersama-sama siswa reguler. Strateginya dengan menempatkan Anak Berkebutuhan Khusus pada posisi wajar (tidak dibelakang) dan selama proses pembelajaran berlangsung mendapatkan bantuan belajar dari GPK (Guru Pembimbing khusus) dan siswa motivator.

Lahirnya kebijakan pendidikan inklusif, khususnya dalam sistem pendidikan di Indonesia pada dasarnya merupakan  amanat sekaligus cita-cita dari founding fathers yang telah mengantarkan bangsa Indonesia memasuki gerbang kemerdekaan. Salah satu amanat yang tertuang dalam dasar falsafah bangsa Indonesia yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan inklusif merupakan implementasi dari keadilan sosial dalam ranah pendidikan yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan.

Diperlukan adaptasi dan kerja sama antar pihak yang terkait dalam mendalami pendidikan inklusi yang belum terlalu dikenal oleh masyarakat secara luas, seperti dikatakan oleh Friend and Bursuck (Yeager, 2011,p. 7) sebagai berikut.
 Key points in adapting instruction for inclusive education, such as the clarification of the expectations of special needs students who are integrated in the regular classroom, arrangements for sharing planning time and instructional time for all team members, adequcte professional development for all staff members in pertinent topics, willingness to work collaboratively, and allocation of start-up resources for moving toward inclusive Practices.

Pembelajaran merupakan jantung dari proses pendidikan dalam suatu institusi pendidikan. Kualitas pembelajaran bersifat kompleks dan dinamis, dapat dipandang dari berbagai persepsi dan sudut pandang melintasi garis waktu. Pada tingkat mikro, pencapaian kualitas pembelajaran merupakan tanggung jawab profesional seorang guru, melalui penciptaan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa dan fasilitas untk mencapai hasil yang maksimal. Pada tingkat makro, melalui sistem pembelajaran yang berkualitas, lembaga pendidikan bertanggung jawab terhadap pembentukan tenaga pengajar yang berkualitas yaitu yang dapat berkontribusi terhadap perkembangan intelektual, sikap, dan moral dari setiap individu peserta didik sebagai anggota masyarakat ( Depdiknas, 2006).

Realitas pembelajaran sejarah di SMA Negeri 4 palu yaitu dapat dilihat dari faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses pemb elajaran di dalam kelas baik secara eksternal maupun internal, yaitu mencakup guru, materi, pola interaksi, media dan teknologi, situasi belajar dan sistem. Tentunya dalam pengembangannya SMA Negeri 4 palu harus menyesuaikan dengan karakter sekolah yang merupakan sekolah rintisan Inklusi. Dalam menyusun rancangan pembelajaran sampai dengan pelaksanaanya di dalam kelas guru harus mendasarkan pada kriteria peserta didik yang akan menerima pembelajaran tersebut. Untuk mengatasi kemampuan peserta didik, guru perlu merancang media pembelajaran yang menarik serta menggunakan metode atau bentuk kegiatan  mengajar yang bervariasi pula. SMA Negeri 4 palu yang berlebel sekolah inklusi dapat memodifikasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan sekolah inklusi yang berdasarkan konsep education for all, yaitu pendidikan untuk semua orang dengan latar belakang yang beragam (Observasi, 31 Juli 2015).

Pendidikan inklusif sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Penyelenggaraan pendidikan inklusif dalam wujud sekolah inklusif menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana-prasarana, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik.

Suasana belajar di SMAN 4 juga demikian yang menyatukan anak inklusi dan anak normal dalam satu ruang kelas dengan  kurikulum, metode, materi, media serta evaluasi  pembelajaran yang sama, namun jika ada siswa inklusi yang ramedi  maka tingkat kesulitan soal disesuaikan dengan kemampuan siswa tersebut.
Pembelajaran sejarah cenderung hanya memanfaatkan fakta sejarah sebagai materi utama, untuk itu banyak hal yang perlu kita rubah dalam pembelajaran sejarah salah satunya dengan menggunakan metode yang menarik serta memberikan kesempatan kepada anak didik untuk belajar menggali makna dari sebuah peristiwa sejarah agar pembelajaran sejarah tidak terkesan membosankan atau monoton guru aktif siswa pasif. Terlebih lagi di sekolah inklusi seperti ini perlu memperhatikan kondisi anak berkebutuhan khusus.

Mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 4 Palu berdasarkan kurikulum 2013 di bagi menjadi dua yaitu sejarah indonesia dengan kelompok wajib dan sejarah peminatan dengan kelompok khusus yaitu kelas IPS sedangkan kelompok  lintas minat  sesuai dengan minat dari peserta didik. Pada realitasnya pembelajaran sejarah di SMA Negeri 4 palu di minati oleh peserta didik sebagai contoh pada kelompok peminatan sejarah kelas X maupun kelas XI banyaknya siswa/siswi dari program IPA dan program Bahasa yang mengambil lintas minat sejarah, pada jadwal lintas minat khusus dilaksanakan pada hari sabtu dengan alokasi  waktu yaitu 3x45 menit di pertemuan pertama dan 3x45 menit di pertemuan ke dua.  kelas lintas minat ada 3 kelas dengan jumlah siswa rata-rata 20 orang dalam satu kelas.

 Materi ajar berdasarkan RPP dan silabus yang telah dirancang serta buku paket peminatan yang sudah ada. Dalam pelaksanaannya guru membentuk kelompok sesuai jumlah materi yang ada pada buku paket, guru mengarahkan dan menjelaskan materi lalu siswa diberi kesempatan untuk membahas dengan masing-masing  kelompoknya dan mendiskusikan bersama- sama. 

Guru sejarah harus memiliki pemahaman tentang hakikat pembelajaran sejarah, tujuan pembelajaran sejarah, kompetensi-kompetensi yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran sejatah, nilai-nilai apa yang dibutuhkan dan dapat dikembangkan dalam pembelajaran sejarah, sebelum guru dapat menentukan metode atau pendekatan yang digunakan (Anggara, 2007, p.102). 

Pembelajaran Sejarah di SMA Negeri 4 Palu telah menekankan pada konsep sejarah yang bersifat terpadu (diakronis, ideografis, unik, dan empiris) yang menekankan pada pembelajaran yang berhubungan dalam kehidupan siswa sehari-hari, seperti siswa di perlihatkan alam sekitar atau peristiwa yang ada disekitar mereka sesuai materi yang diberikan, dengan pembelajaran yang kontekstual dan transformatif, aktif dan partisipatif dalam perspektif nilai-nilai sosial kemasyarakatan. serta menekankan bahwa kehidupan ini selalu mengalami perkembangan seperti halnya babakan waktu dalam sejarah.  

Secara umum realitas pembelajaran sejarah SMA Negeri 4 Palu sudah cukup baik dalam proses pembelajaran menggunakan metode sebagai berikut. (1) ceramah berfariasi yaitu sistem dua arah ceramah dan tanya jawab, (2) menggunakan metode diskusi yaitu penyajian pembelajaran, dimana para siswa dihadapkan pada suatu masalah yang bisa berupa prtanyaan atau pertanyaan yang bersifat problematis untk di bahas dan dipecahkan secara bersama-sama. Didalam diskusi ini proses belajar mengajar terjadi, dimana interaksi antara dua atau lebih individu yang terlibat saling tukar menukar penglaman, informasi, memecahkan masalah, dapat juga menjadikan semua siswa aktif, (3) metode karya wisata metode ini seringkali dilakukan di SMA Negeri 4 Palu dengan mengunjungi situs-situs atau tempat-tempat bersejarah di luar sekolah yang dikaitkan dengan materi ajar pada masing-masing kelas, metode ini biasanya sudah dirancang terlebih dahulu oleh MGMP sejarah di sekolah dan diharapkan siswa membuat laporan dan didiskusikan bersama dengan peserta didik lain serta didampingi oleh guru. (4) Metode inkuiry, metode inkuiry ini peserta didik diberi peluang untuk mencari, menyelidiki, meneliti, memecahkan sendiri masalahnya, sementara guru bertindak sebagai pengarah, mediataor dan fasilitator yang wajib memberikan informasi yang relevan sesuai dengan materi ajar. Biasanya dalam metode ini siswa dibagi dalam kelompok-kelompok kecil dan proses pembelajarannya tidak dalam bentuk final atau langsung, karena siswa akan  mencari solusinya dengan mencari informasi, mengumpulkan sumber-sumber berupa buku, jurnal, majalah dan lain sebagainnya, sehingga peserta didik dapat merumuskannya dalam bentuk sebagai hipotesis dan menyimpulkannya. Dengan metode ini siswa dapat aktif, baik dalam proses mencari, menyelidiki, maupun dalam memperoleh pengetahuan sehingga mampu mengembangkan sikap kritis dan sintesis. Serta akan memperoleh pemahaman peristiwa sejarah secara mendalam.

 Mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusi SMA Negeri 4 Palu sudah terlaksana dengan berbagai upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang lebih baik, namun masih banyaknya kendala-kendala yang dapat menghalang kelancaran pendidikan inklusi tersebut sehingga pelaksanaan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif belum optimal.

Kendala-kendala yang ditemui adalah pembelajaran di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi belum optimal. Sekolah kurang memahami kebutuhan anak berkebutuhan khusus (ABK) yang berbeda-beda. Selain sosialisasi konsep pendidikan inklusi yang kurang, guru juga masih kesulitan menangani ABK terlebih anak yang memiliki keterbatasan slow learning atau lamban belajar serta siswa yang memiliki gangguan emosional. Kendala semacam ini menjadi sesuatu yang sangat mungkin ada dalam prpses pendidikan inklusif di sekolah-sekolah inklusif yang memang tidak memiliki para pendidik yang mempunyai kualifikasi khusus dalam mendidik ABK.
Hal-hal yang perlu dan harus ada dalam sekolah yang ramah yaitu Kesediaan dan kemauan menerima siswa tanpa kecuali. Warga sekolah yaitu Kepala Sekolah, guru dan siswa merupakan unsur-unsur penentu teciptanya sekolah yang ramah. Kepala Sekolah selaku manajer pendidikan perlu bijak dan mensosialisasikan pada staf untuk menerima kehadiran siswa berkebutuhan khusus. Gurupun dituntut untuk memahami adanya keragaman individu, memiliki toleransi yang tinggi, empati, dan meiliki kesiapan untuk mengajar anak-anak berkebutuhan khusus.
Kolaborasi siswa merupakan cara terbaik bagi perkembangan siswa untuk dapat benar-benar terlibat dalam peningkatan kualitas akademik dan sosial bagi anak berkebutuhan khusus di kelasnya. Tidak termasuk warga sekolah, tetapi mempunyai peran penting yaitu orang tua. Keterlibatan orang tua merupakan sesuatu yang penting dalam upaya pengembangan anaknya di sekolah. Adanya kerjasama antara guru-guru dan orang tua, sehingga keduanya memiliki program yang sama dalam mengembangkan potensi anak secara optimal.  

Aksebilitas lingkungan sekolah penataan lingkungan fisik, termasuk didalamnya penataan kelas, dalam hal ini membutuhkan adaptasi, misalnya untuk kursi roda, atau kursi untuk guru pembimbing. Lingkungan belajar tidak membahayakan anak-anak, letak sekolah atau sekolah yang ada dapat dibuat ramah. Yang paling penting adalah ruangan kelas tempat untuk belajar dan mengajar dapat berjalan efektif bagi semua anak.

Hal-hal yang merupakan kunci dari kelas yang ramah adalah materi, program, sikap guru dan siswa sebagai suatu kelompok. Membangun suasana kelas yang dapat menciptakan anak termotivasi untuk belajar, memberi kesempatan kepada anak untuk berperan sehingga anak merasa menjadi bagian dalam kelompok merupakan bagian dalam menajemen kelas.

Disamping itu, membangun interkasi dan komunikasi antara sesama orang tua, guru dengan orang tua, sesama anak, guru dengan sesama anak akan lebih mendukung terciptanya aksesibilitas. Membangun komunikasi dengan baik antara seluruh komponen yang terkait pendidikan inklusif, akan memberikan keharmonisan dan menjadikan pendidikan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
Fleksibilitas Kurikulum dan Pendekatan Pembelajaran. Dalam memberikan layanan kepada semua anak digunakan kurikulum yang sifatnya fleksibel yang mampu merespon keragaman kebutuhan anak. Dengan memberikan kesempatan pada anak berkebutuhan khusus bersekolah di sekolah reguler akan berdampak terhadap kurikulum sekolah, walaupun pada kenyataannya kurikulum sekolah reguler sangat ditentukan oleh kurikulum yang ditetapkan pemerintah, oleh karena itu perlu disusun silabi dan pendekatan pengajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Kesulitan dalan kurikulum adaptasi ini adalah menemukan kebutuhan anak. yang perlu diperhatian dalam mengimplementasikan kurikulum fleksibel, yaitu: guru, siswa, dan sumber belajar.

Kurikulum yang inklusif penekannya mencakup sampai keadaan di kelas yang mampu mengakomodasi keragaman dan kebutuhan anak, untuk itu diperlukan modofikasi kurikulum. Terdapat tiga alternatif kurikukum yang mendasar untuk melayani tingkat partisipasi siswa berkebutuhan khusus dalam kelas reguler, (1) Kesamaan; kesamaan fokus, sasaran dan kegiatan. (2) Multi level, kesamaan kurikulum dalam menetapkan 10 kegiatan akan tetapi pada level yang lebih rendah dengan menggunakan PPI yang didasarkan pada hasil asesmen, dan (3) Kurikulum overlap, kesamaan kegiatan akan tetapi fokus yang berbeda.

In addition to expectations for effective instructional leadership, principals face many other non-instructional responsibilities. Principals, like other managers of individual units of organizations, are responsible for a wide variety of tasks. They must set goals and develop plans; build budgets and hire personnel; lead the organization of work (in this case, curriculum and instruction); select structures and coordinate time use; evaluate staff and assess student learning at the school level; organize improvement efforts and develop processes for working with clients, customers, and community; and understand and reinforce positive organizational cultures. In sum, they must both maintain the routine functioning of the schools and provide vision and motivation; they must both manage and lead. (Deal and Peterson, 1994, p. 45).

Dalam pembelajaran, guru menggunakan pendekatan individual kepada siswa yang berkesulitan belajar. Terlebih banyak siswa ABK yang lamban belajar, sehingga guru pembimbing, guru mata pelajaran, dan wali kelas bekerja sama untuk membimbing siswa ABK dalam proses pembelajaran. Selain diruang kelas, siswa ABK dapat disendirikan jika diperlukan, yaitu kekelas khusus  ABK (ruang inklusi) yang tempat dan waktu sudah dijadwalkan terlebih dahulu oleh guru pembimbing khusus. 

Dalam pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus  digunakan program pembelajaran individual (PPI) untuk menjamin ABK memiliki program pembelajaran secara individu untuk melihat kebutuhan-kebutuhan khusus yang dimilikinya. Dengan adanya PPI, guru diharapkan terdorong untuk melakukan asesmen tentang karakteristik belajar setiap anak (Abdurrahman, 1999, p.56).

Dalam pembelajaran sejarah di SMA Negeri 4 Palu ada beberapa kelas inklusi yang tidak perlu melakukan pembelajaran individual karena pada praktiknya ada beberapa anak berkebutuhan khusus yang tridak memerlukan program pembelajaran individual, mereka dapat belajar bersama dengan anak reguler dengan program yang sama tanpa perlu dibedakan.
Mengenai materi pembelajaran sejarah di SMA Negeri 4 Palu mengguanakan materi ajar yang sesuai dengan kurikulum 2013, silabus, serta buku mata pelajaran yang disesuaikan dengan tingkatan kelas dan program/ jurusan masing-masing. Penyajian materi disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari yang ada disekitar seperti peristiwa sejarah, masuknya agama Hindu, Budha, Islam dan lain sebagainya  serta ditunjang oleh model dan metode pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran. Materi pembelajaran sejarah harus memuat fakta, konsep, prinsip dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan kompetensi dasar.

Rendahnya mutu pendidikan di Indonesia disinyalir penyebabnya adalah kurangnya kompetensi guru yang ada di sekolah. Peran yang diemban seorang guru relatif tinggi, sehingga guru perlu disiapkan untuk menjadi seorang guru yang profesional. Guru harus dapat menciptakan suasana yang mampu mendorong siswa untuk berfikir, bertindak, berkreasi, sehingga dapat mengekspresikan ide-ide dan kreativitasnya secara bebas namun dalam batas norma-norma yang ditegakkan secara konsisten (Eka Surahman, 2014, pp.130-141).  

Dari berbagai uraian di atas, SMA Negeri 4 Palu sebagai salalah satu penyelenggara pendidikan inklusif merupakan satu komunitas yang kohesif, menerima dan responsiv  terhadap kebutuhan peserta didik sebagai individu yang unik. Dimana sikap saling menghargai, menghormati, mengasihi, saling berempati, tolong-menolong dan kerja sama merupakan karakter yang harus dipertahankan dan dikembangkan secara optimal sebagai ciri khas anak bangsa yang patut dibanggakan.

 Dalam hal ini faktor pendukung yang paling utama adalah bagaimana sekolah tersebut melakanakan kegiatan belajar mengajar yang menyenagkan. Selanjutnya guru sebagai seorang pendidik dengan kemampuan, menjadi inspiratif dalam mendidik peserta didik dengan latar belakang dan kemampuan yang berbeda sehingga mampu mengembangkan dan mengoptimalkan kemampuan peserta didik dari segi intelektual, sikap, dan keterampilan. Guru merupakan model dan teladan dalam pendidikan karakter, dimana dari awal hingga akhir pembelajaran, tutur kata, sikap dan perbuatan pendidik harus mencerminkan dari njilai-nilai karakter yang hendak di tanamkannya.

Sarana prasarana juga menjadi bagian paling penting untuk mendukung kelancaran pendidikan inklusif, sarana dan prasarana yang terdapat pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklisif adalah sarana dan prasarana yang telah terdapat pada sekolah yang bersangkutan dan ditambah aksesibilitas serta media pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus. 

Disamping menggunakan sarana prasarana seperti yang digunakan sekolah reguler, anak membutuhkan layanaan pendidikan khusus, perlu pula menggunakan sarana prasarana serta peralatan khusus sesuai dengan jenis kelainan dan kebutuhan anak. Manajemen sarana dan prasarana bertugas merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinisasikan, mengawasi, dan mengevaluasi kebutuhan dan penggunaan sarana prasarana agar dapat memberikan sumbangan secara optimal pada kegiatan pembelajaran

Menurut Ngainun Naim (2009: 15) mengnai peranan guru yaitu: Guru harus mendampingi para siswanya menuju kesuksesan belajar atau kedewasan. Aspek psikologis menunjuk pada kenyataan bahwa para siswa yang belajar pada umumnya memiliki taraf perkembangan yang berbeda satu dengan lainnya, sehingga menurut materi, metode, dan pendekatan yang berbeda. Demikian pula halnya dengan kondisi para siswa, kompetensi, dan tujuan yang harus mereka capai juga berbeda. Cara penangkapan siswa terhadap materi pelajaran tidak sama, serta cara belajar juga beragam.

Guru yang bermutu memungkinkan siswanya untuk tidak hanya dapat mencapai standar nilai akademik secara nasional, tetapi juga mendapatkan pengetahuan dan keahlian yang penting untuk belajar selama hidup mereka sehingga dapat melanjutkan kehidupan bermasyarakat dengan baik, dapat berfikir secara luas, mampu bertindak secara arif dalam menghadapi masalah dan dapat menjadi pribadi yang berguna bagi masyarakat sehingga dapat menjadi contoh bagi generasi penerusnya.

Upaya lain untuk mendukung kelancaran pendidikan inklusif, pelatihan-pelatihan khusus mengenai inklusi pada guru reguler  sementara  dilaksanakan secara bertahap oleh pemerintah setempat, guna membentuk karakter guru dalam menangani dan memahami pendidikan inlusif secara menyeluruh. Membentuk forum komunikasi penyusunan  modifikasi rencana pembelajaran dan silabus yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus pada masing-masing sekolah penyelenggara pendidikan inlusif.

Penutup
Pendidikan inklusif sebagai inofasi pendidikan bagi penyandang cacat. Pertaman kali pendidikan ini muncul dalam dokumen internasional adalah pada tahun 1994 dalam The Salamanca statement. Kini pendekatan ini belum sepenuhnya diterapkan diseluruh dunia, tetapi kecenderungannya semakin banyak diterima oleh masyarakat luas. Satu faktor yang tampaknya penerimaan masyarakat tehadap ideologi pendidikan inklusif adalah divusi inovasi ini. Maksud dari semua ide adalah kesejahteraan para penyandang cacat yang pemperoleh segala haknya sebagai warga Negara. 

Realitas pembelajaran sejarah di SMA Negeri 4 palu yaitu dapat dilihat dari faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses pembelajaran di dalam kelas baik secara eksternal maupun internal, yaitu mencakup guru, materi, pola interaksi, media dan teknologi, situasi belajar dan sistem. Dalam menyusun rancangan pembelajaran sampai dengan pelaksanaanya di dalam kelas guru harus mendasarkan pada kriteria peserta didik yang akan menerima pembelajaran tersebut.

Model pendidikan inklusif dalam pembelajaran sejarah di SMA Negeri 4 Palu menggunakan model pendidikan inklusif sesuai dengan model yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia yaitu model pendidikan inklusif atau sama dengan pendidikan moderat. Pendidikan inklusif moderat yang dimaksud adalah pendidikan inklusif yang memadukan antara terpadu dan inklusi penuh, model moderat ini dikenal dengan model mainstreaming. Model pendidikan inklusif  menyatukan siswa berkebutuhan khusus dengan siswa reguler untuk belajar bersama-sama di dalam ruang kelas yang sama, kurikulum, materi, media,  metode pembelajaran yang sama.   

Apakah penempatan anak-anak cacat di sekolah regular saat ini akan benar-benar baik bagi kesejahteraannya, kita membutuhkan waktu untuk membuktikannya, tetapi kita dapat percaya itu terjadi selama mereka diberi dukungan yang tepat sebagaimana dirancang bagi mereka. Hingga saat ini yang tampaknya pasti adalah jumlah anak penyandang cacat yang bersekolah telah meningkat secara signifikan, sehingga target untuk mewujudkan pendidikan untuk semua pada tahun 2015 tampaknya menjadi lebih realistis. Walaupun implementasinya di Indonesia masih belum tampak kesungguhan upaya yang signifikan baik oleh Negara maupun masyarakat dan lembaga pendidikan yang terkait.
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